





A. Kajian teoritis tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang 
perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Untuk 
mengetahui bagaimana dua pandangan tersebut memberikan penjelasan tentang 
apa yang dimaksud perbuatan/tindak pidana, dibawah ini akan diuraikan tentang 




Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat 
untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat perbuatan. Pandangan ini 
memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian 
perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang 
(criminal act) dan pertanggungjawaban (criminal responsibilty). Di bawah ini 
disajikan beberapa batasan/pengertian tindak pidana dari penganut pandangan 
monistis. 
a. D. Simons 
Menurut Simons, tindak pidana adalah tindak melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah 
dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum. 
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b. J. Bauman 
Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan 
kesalahan. 
c. Wiryono Prodjodikoro 
Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan pidana. 
Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya 
pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan 
antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan 
monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik 
criminal act dan criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam 
tindak pidana hanya mencakup criminal act dan criminal responsibility tidak 
menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan ini, untuk adanya tindak pidana 
cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan. 
a. Pompe 
Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeitrecht tidak lain adalah feit 
(tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Dalam hukum 








Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan 
pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan tersebut, 
maka unsur untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi sebagai berikut: 
a) Adanya perbuatan manusia 
b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil, terkait 
berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP yakni asas legalitas) 
c) Bersifat melawan hukum (syarat materil, terkait dengan ajaran sifat 
melawan hukum dalam fungsinya negatif). 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 
tertentu, antara lain sebagai berikut: 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 
“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 
kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar 
bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Peraturan perundang-
undangan secara keseluruhan. 
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 




c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 
delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 
KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu 
sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP 
(membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian 
(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 
Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. 
B. Kajian teoritis tentang Korupsi/Tindak Pidana Korupsi 
Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio-corruptus, dalam bahasa 
Belanda disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dalam 
bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut corrupt arti 
harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur 
yang disangkutpautkan dengan keuangan.
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 Korupsi menurut Henry Campbell 
Black dalam Black’s Law Dictionary menyebutkan “An act done with an intent to 
give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The 
act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his 
station or characterto procure some benefit for himself or for another person, 
contrary to duty and the rights of others” (suatu perbuatan yang dilakukan dengan 
maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban 
resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya 
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atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau 
untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).
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Dalam Bab III United Nations Conventions Against Corruption yang 
diratifikasi oleh Negara Indonesia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption pada tanggal 
18 April 2006, membagi 11 perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan 
korupsi yaitu: Pertama, bribery of national public officials atau penyuapan 
pejabat-pejabat publik nasional (Pasal 15). Kedua, bribery of foreign public 
officials and officials of public international organizations atau penyuapan 
pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari oraganisasi-organisasi 
internaional publik (Pasal 16). Ketiga, embezzlement, misappropriation or other 
diversion of property by a public official atau penggelapan, penyelewenagan atau 
pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik (Pasal 17). Keempat, 
trading in influence atau memperdagangkan pengaruh (Pasal 18). Kelima, abuse 
of function atau penyalahgunaan fungsi (Pasal 19). Keenam, illicit enrichment 
atau memperkaya secara tidak sah (Pasal 20). Ketujuh, bribery in the private 
sector atau penyuapan di sektor swasta (Pasal 21). Kedelapan, emblezzement of 
property in the private sector atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta 
(Pasal 22). Kesembilan, laundering of proceeds of crime atau pencucian hasil 
kejahatan (Pasal 23). Kesepuluh, concealment atau penyembunyian (Pasal 24). 
Kesebelas, obstruction of justice atau perbuatan menghalanghalangi proses 
pengadilan (Pasal 25). 
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Berdasarkan buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi
14
, membagi tiga 
puluh jenis tindak pidana korupsi yakni; 
1. Kerugian Keuangan Negara  
Pasal 2 ayat (1) 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” 
Pasal 2 ayat (2) 
“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” 
Pasal 3 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
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Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 
2. Suap-menyuap  
Pasal 5 ayat (1) 
a. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang 
yang:memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;” atau 
b. “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.” 
Pasal 5 ayat (2) 
“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 
atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” 
Pasal 6 ayat (1)  
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 




150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 
atau 
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 
untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi 
nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara 
yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 
Pasal 6 ayat (2) 
“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” 
Pasal 11 
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 




yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya” 
Pasal 12 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 
janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya; 
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, 
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 
sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya; 
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi 




d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat 
yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 
pengadilan untuk diadili; 
Pasal 13 
“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan 
atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat 
pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah” 
3. Penggelapan dalam jabatan  
Pasal 8 
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau 
orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 
umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 




jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil 
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan 
perbuatan tersebut” 
Pasal 9 
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 
orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan 
umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 
memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 
administrasi” 
Pasal 10  
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 
orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan 
umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: 
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak 
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk 
meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang 




b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 
tersebut; atau 
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 
tersebut. 
4. Pemerasan  
Pasal 12 
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan 
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 
f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau 
kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, 




g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau 
penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, 
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 
5. Perbuatan curang  
Pasal 7 ayat (1)  
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 
(tiga ratus lima puluh juta rupiah): 
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau 
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan 
perang; 
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a; 
c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 




d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c. 
Pasal 7 ayat (2) 
“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan 
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan 
curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” 
Pasal 12 huruf h 
“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 
tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak 
pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah 
merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan 
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” 
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan  
Pasal 12 huruf i 
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak 
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau 





7. Gratifikasi  
Pasal 12B 
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan 
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 
dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut 
umum. 
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua 








1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak 
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 
3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan 
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik 
negara. 
4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
C. Kajian Teori tentang Tujuan Hukum 
Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch ialah untuk menciptakan keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan. Dalam hal ini penulis akan membagi penjelasan teori 
masing-masing dari aspek substansi, struktur dan kultur sebagaimana teori 






1. Keadilan Hukum 
Secara substansi, kata keadilan berasal dari kata aadilun yang berasal dari 
bahasa arab dan bahasa inggris disebut justice. Menurut Henry Campbell Black
15
, 
mengatakan bahwa keadilan itu sebagai pembagian yang konstan dan terus 
menerus untuk memberikan hak setiap orang. Menurut ahli hukum H. L. A. Hart 
menyatakan bahwa nilai kebajikan yang paling legal (the most of virtues) atau 
dengan meminjam istilah Cicero, keadilan adalah habits animi yakni merupakan 
atribut pribadi. Sedangkan John Rawls berpendapat bahwa keadilan itu 
merupakan fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan 
karena ada dua prinsip yakni pertama: each person is to have and equal right the 
most extensive basic liberty compatible with a smiliar liberty for other. Kedua: 
social and economic inequalities are to be arranged so they are both; a) 
reasonably expected to be everyone advantage and b) attached to positions and 
offices open to all.
16
 
2. Kepastian Hukum 
Menurut Soedikno Mertokusumo
17
, kepastian hukum merupakan jaminan 
bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian 
hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan 
untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan 
tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat 
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berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan 
menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan 
yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.  
Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum 
yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. 
Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat 
adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas 
hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. 
Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut 
sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut 
terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan 
suatu sistem yang logis dan praktis).
18
 Sebagaimana penganut dari mahzab 
positivistik yang menyatakan bahwa Hukum itu adalah undang-undang/peraturan 
tertulis, diluar itu maka bukan hukum. Dengan demikian, hukum itu harus bebas 
dari anasir-anasir non-hukum seperti politik, sosiologis, ekonomi, dst. Maka hal 
ini dikenal dengan adanya teori hukum murni yang dicetuskan oleh Hans Kelsen 
salah satu penganut mahzab positivistik. 
3. Kemanfaatan Hukum 
Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan 
hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah 
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yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah 
manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu 
alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan 
hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, 
hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.
19
 Secara terminologi dalam 
kamus bahasa Indonesia, manfaat bisa diartikan sebagai guna atau faedah. 
Menurut teori utilistis, kemanfaatan hukum merupakan jaminan kebahagiaan 
yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada 
hakikatnya menurut teori ini, tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan 
kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. 
Menurut Utrecht mengemukakan tiga hal yakni: 
1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal 
yang konkret; 
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedag dan karena itu isinya bersifat 
umum; 
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang. 
Sehingga hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. 
Anggapan tersebut didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk 
menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu 
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